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  ABSTRAK  - Untuk menunjang tercapainya hasil (output) penugasan investigasi yang 
berkualitas dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan 
(stakeholders) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, diperlukan 
adanya panduan kerja yang jelas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan 
pedoman teknis mengenai pelaksanaan audit investigasi sebagai acuan bagi 
Inspektorat dalam mengungkap adanya penyimpangan atau indikasi tindak 
pidana korupsi. 

  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; 
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 
117 Tahun 2024; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri 
No. 8 Tahun 2023; dan Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 2 
Tahun 2024. 

  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai tahapan pelaksanaan audit 
investigasi yang meliputi perencanaan, pengumpulan bukti, hingga 
penyusunan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI). LHAI harus memuat 
dasar penugasan, sasaran, ruang lingkup, uraian informasi awal 
penyimpangan, hasil audit, dan rekomendasi. Diatur pula mengenai 
mekanisme reviu berjenjang untuk menjaga mutu hasil audit sebelum 
ditandatangani oleh Inspektur Pembantu dan disampaikan kepada 
Inspektur atau instansi penyidik terkait. Selain itu, peraturan ini 
menekankan pada pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi atau sanksi 
yang dikeluarkan oleh Bupati berdasarkan hasil audit tersebut. 

 CATATAN : -  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 
Desember 2025. 

 


